
BUPATI JTPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 38 TAHUN 2OI4

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN

2OO8 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan penyelenggaraan penyuluhan

pertanian oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara agar lebih

efektif dan efien, maka perlu meninjau kembali

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2OO8;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan perubahan

atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2OO8 tentang

Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentarng

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkup Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehut:inll"rl

(Lembaran Negara Repub,lik Indonesia Tahun 20A6

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik

Indonesia Nomor a66O);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A1'4 tenti'-rng

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara-

Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 5587).

BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 38 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 
2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN 

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan penyelenggaraan penyuluhan 
pertanian oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara agar lebih 
efektif dan efien, maka perlu meninjau kembali 
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara. 

• 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Lingkup Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4660); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

tentang 
dalam 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5587). 

Tr, a econ lei @ll 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2OOI tentang
Penyelenggaraan Dekohsentrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOI Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a095);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OOL tentang
Penyelenggaraan T\rgas Perbantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOI Nomor 77, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a1O6);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Talrun 2005 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO93);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan
Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737) ;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2OO7
tentang Pembentukan Komisi Pen5ruluhan Pertanian,
Perikanan Dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2OOT Nomor 7);

lO.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun
2OO7 tentang Pembentukan Badan Koordinasi
Penlruluhan Pertanian,. Perikanan Dan Kehutanan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2OO7 Nomor );

1 1. Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Badan Pelaksana Pen5ruluhan Pertanian,
Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Jepara (Berita
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 303).

MEMUTUSKAN :

McnetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2OOB
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN JEPARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan
Kehutanan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2OO8 Nomor 303) diubah sebagai berikut:

KFPALA SKPD
, i ' ' tr i 'dGl lSll l

KEPALA BAGIAN
HUKUi.II

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 ten tang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 ten tang 
Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah 
Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan Dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (Berita 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 7); 

10.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Badan Koordinasi 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa 
Tengah Tahun 2007 Nomor ); 

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Jepara (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 303). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2008 
TENT ANG PEMBENTUKAN BAD AN PELAKSANA 
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 
KABUPATEN JEPARA. 

Pasall 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan 
Kehutanan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2008 Nomor 303) diubah sebagai berikut: 

Ts~i SKF [[ KEF~LA BAGIAN 
GISIII HUKUM I] 
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1. Ketentuan dalam Pasal 4, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (21a,
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari:
a. Ketua
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(2) Susunan Badan Pelaksana Pen5ruluhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2la.DaIarn hal operasionalisasi sekretaris, dibentuk Sekretariat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setira"p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal I p flove AVU %l.l

Diundangkan-di Jepara
pada tanggal lg HA/{1rbCr. g7l4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SH IH

BE A DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2Or4 NOMOR 297

Penrzui,nHtloou x nYru ut
IABATA 'N PARAF

Sekretalis Dae{a!
A  a i o l a n  I

d

G"ffiili"lan ^ W t' : - 1Ta
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1. Ketentuan dalam Pasal 4, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2)a, 
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut. 

Pasal 4 

( 1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari: 
a. Ketua • 
b. Sekretaris; dan 
c. Anggota. 

(2) Susunan Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(2)a.Dalam hal operasionalisasi sekretaris, dibentuk Sekretariat 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 19 HoVePer 20l4 

UPATI JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 19 NOye&mbur 201; 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

BE "A DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 297 

PENELITIAN PRODUK HUKUM 
PARAF ' 

Sekretaris Daerah 
Asisten I 
Kepala Bagan 
Kasubag 
Kepala KP~ Peng! L"Vol [ 

£Sn HUKUM 1....---- 

JAB ATAN 



LAMPIRAN IPERATURAN
NOMOR
TANGGAL

BUPATI JEPARA
: tg TAHUN 2014
' f9 NoV ktl

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PETJ.KSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA

No. JABATAN / INSTANSI
KEDUDUKAN DALAM
BADAN PELAKSANA

1

5

6

2

.)

4

Bupati Jepara

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Jepara

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Jepara

Keoala Dinas Kelautan dan Perikanan
Jepara

Kepala Kantor
Jepara

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Kabupaten

Penaggung Jawab

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

AHMAD MARZUQI

PEIIEI.MIIN PRODUK HUKUM
J A B A T A N

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR :33 TAHUN 2014 
TANGGAL : I9 NoV 20l4 

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, 
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA • 

No. JABATAN / INSTANSI KEDUDUKAN DALAM 
BADAN PELAKSANA 

1. Bupati Jepara 
Penaggung Jawab 

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 

3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sekretaris Kabupaten Jepara 

4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Anggota 
Kabu paten J epara 

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Anggota Jepara 

- 
Anggota 6. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara 

BUPATI JEPARA, 

AHMAD M 

PENELITIAN PRODUK HUKUM 
JABATAN PARAF 

Sekretaris Daerah � 
Asisten I 
Kepala B:gen A u. � ,_ 
Kasubag ( 2 
Kepala SKPI Pengusul M 

$ 

E.'CJ,AN HIKUM 
~-·. 



LAMPIRAN II PEMTURAN
NOMOR
TANGGAL

BUPATI JEPARA
:39 TAHUN 2014
:  f9 ) lovJoth

SUSUNAN
PENYULUHAN

KEPENGURUSAN SEKRETARIAT BADAN PELAKSANA
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN

JEPARA

NO. SUSUNAN KEPENGURUSAN DALAM SEKRETARIAT

I .

2.

J .

4 .

6 .

7 .

8 .

9 .

Sekretaris

Bidang Umum dan Keuangan

Bidang Programa Kaji TeraP

Bidang Kelembagaan dan SDM

Bidang Agribisnis

Koord.inator Pen5ruluh Bidang Pertanian dan Peternakan

Koordinator Penyuluh Bidang Kehutanan dan Perkebunan

1 Koordinator Penyuluh Bidang Kelautan d'an Perikanan
I
I
I
I
I Koordinator Pen5ruluh Bidang Ketahanan Pangan

BUPATI JEPARA,

FENEL'Jflr'_T@
J A t s A T A N

AHMAD MA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR :38 TAHUN 2014 
TANGGAL : I9 HOV 20l 

SUSUNAN KEPENGURUSAN SEKRETARIAT BADAN PELAKSANA 
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN • 

JEPARA 

NO. SUSUNAN KEPENGURUSAN DALAM SEKRETARIAT 

1. Sekretaris 

2. Bidang Umum dan Keuangan 

3. Bidang Programa Kaji Terap 

4. Bidang Kelembagaan dan SOM 

/ 
5. Bidang Agribisnis 

6. Koordinator Penyuluh Bidang Pertanian dan Peternakan 

7. Koordinator Penyuluh Bidang Kehutanan dan Perkebunan 

8. Koordinator Penyuluh Bidang Kelau tan dan Perikanan 

9. 
Koordinator Penyuluh Bidang Ketahanan Pangan 

BUPATI JEPARA, 

­ AHMAD MA 

PENELITIA +! PRODUK HUKUM 
JAB ATAN PARAF 

Sekretaris Daerah L . 
Asisten I 
Kepala Bagian % 1 - 
Kasubag u ' Kepala SKPD Pengusul .H 

. . 
BAGIAN HUK UM 


